
Sistern Pemerin tahan 
Lingkungan Pemerintah 

Ka bu paten Dae rah Lingkungan Pernerintah 
kolakapenyelenggaraan 
Berbasis Elektronik di 
Daerah Kabupaten Kolaka. 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik 
dan Peraturan Menteri Kornunikasi dan Inforrnatika 
Nornor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data 
Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, maka 
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka perlu ditinjau kembali; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nornor 49 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

BUPATI KOLAKA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

TENT ANG 

BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR ig TAHUN 2023 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
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Mengingat: 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 
2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5357); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

17. Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 233); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13 
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan 
Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan 
lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1307); 

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1308); 
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21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 
Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1026); 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 994); 
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum 
Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1374); 

26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024; 

28. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Rencana Induk Teknologi dan Komunikasi Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2023; 

29. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2021 tentang 
Satu Data Kabupaten Kolaka; 
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meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber 
daya Pemerintah Daerah. 

Pu sat untuk bertujuan Data ( 1) Penggunaan 
Pasal 19 

1. Ketentuan Pasal 19 diu bah sehingga Pasal 19 berbunyi 
se bagai beriku t : 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 
2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 nomor 
49) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA 

MEMUTUSKAN: 

30. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabu paten Kolaka; 
31. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2022 ten tang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kolaka; 
32. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Kolaka; 

33. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka; 

34. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 38 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka; 

35. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 41 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Kabupaten Kolaka. 
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(2) Pusat Data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat ( 1) huruf a meru pakan pusat data yang digunakan 
secara bagi pakai oleh SKPD di lingkungan Pemerintah 
Daerah dan saling terh u bung. 

(3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa: 
a. pusat data nasional; dan/ atau 
b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah 

Daerah dalam hal pusat data nasional belum 
ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan 
pemerintah daerah. 

(4) Dinas mengelola Pusat Data sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b. 

(5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan SKPD dan 
membuat keterhubungan dengan Pusat Data provinsi, 
dan Pusat Data Nasional. 

(6) Dalam hal Dinas mempunyai keterbatasan sumber 
daya Pusat Data Pemerintah Daerah, maka Dinas 
dapat memanfaatkan fasilitas layanan Pusat Data 
Nasional. 

(7) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional 
Indonesia. 

(8) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) belum tersedia, Pemerintah 
Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus 
menggunakan standar intemasional. 

(9) Pusat Data sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b menyediakan jaminan colocation, keamanan server 

dan up-time server. 
(10) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 

menempatkan data dan/ a tau servemya di Pusat Data. 
( 11) SKPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server 

serta melakukan konfigurasi, operasional dan 
perawatan server. 

(12) Dalam hal SKPD tidak dapat mengadakan server 
sendiri sebagairnana dimaksud pada ayat (11), maka 
Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server 

(VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di 
Pusat Data. 
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(1) Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah merujuk kepada Peraturan Perundang- 
Undangan yang berlaku. 

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam 
melakukan integrasi antar Layanan SPBE. 

(3) Setiap SKPD harus menggunakan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk layanan SPBE yang membutuhkan 
integrasi dengan data dan/ atau layanan SPBE yang 
dikelolanya. 

(4) Dinas dan/ atau SKPD Mandiri TIK membangun Sistem 
Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

(5) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Dinas dan/ a tau SKPD Mandiri TIK harus: 
a. membuat keterhubungan dan akses data dengan 

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi 
dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat; 
dan 

b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan 
SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 26 

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut: 

(13) Dinas menyediakan prosedur baku pengoperasian 
layanan pusat data. 

(14) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap 
penggunakan layanan pusat data setiap tahun. 
(15) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (14) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan 
terhadap layanan pusat data. 
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\' ~'¥<) 
WARDI 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR '-9 

Diundangkan di Kolaka 
pad a tanggal I'/ .Ju l 1· ;l e ~2> 

Pj. SEKERTARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA, 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal l'J .J<.1li saa a 

1BUPATI 
OOLAKA, , 

\{~ 
AHMAD j('AFEI 

) 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Pasal II 

(7) Dinas dan/atau SKPD Mandiri TIK melakukan reviu dan 
evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

Daerah. 
(8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) ditindaklanjuti dengan mela.kukan perbaikan. 

(6) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) SKPD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan 

Dinas. 
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